5.1

BABYV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya mengenai regulasi kebebasan berpendapat dalam ruang digital

menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikaji

dari perspektif Siyasah Dusturiyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1.

Kebebasan berpendapat dalam ruang digital merupakan hak konstitusional
yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Hak tersebut
memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE pada
dasarnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi,
melainkan mengatur penggunaan ruang digital agar tetap tertib, bertanggung
jawab, dan tidak merugikan hak orang lain. Namun, saat menerapkan pasal
mengenai pencemaran nama baik serta ujaran kebencian harus dilakukan
secara cermat dengan membedakan mana yang termasuk kritik, opini, humor,
dan mana tuduhan berisi fakta untuk menyerang nama baik seseorang.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebebasan berpendapat (hurriyah al-
ra’yi) merupakan hak fundamental sekaligus amanah moral yang wajib
dijamin oleh negara sebagai sarana amar ma’ruf nahi munkar dan pengawasan
terhadap pemerintah. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak dan dibatasi
oleh syariat, etika, serta kepentingan umum. Oleh karena itu, penyampaian
pendapat yang mengandung fitnah, hoaks, atau provokasi tidak dibenarkan
dan sah untuk dibatasi. Kritik kepada pemerintah diperbolehkan untuk
mencegah kezaliman, sepanjang disampaikan secara santun dan niat untuk
kebaikan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dalam Islam diatur
melalui prinsip syura dan maqashid syariah agar senantiasa membawa

kemaslahatan dan mencegah kemudaratan di tengah masyarakat.
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Prinsip keadilan, maslahah, dan perlindungan hak warga negara dalam Siyasah
Dusturiyah sejalan dengan implementasi UU ITE, di mana keduanya mengakui
kebebasan berpendapat sebagai pilar penting untuk mewujudkan
pemerintahan yang transparan sekaligus instrumen kontrol kekuasaan. Dalam
tinjauan keadilan, UU ITE harus diterapkan secara adil dan tidak memihak,
serta tidak menjadikan alat untuk membentengi penguasa dari kritik. Dari
sudut pandang maslahah, pembatasan ekspresi hanya sah dilakukan demi
menjaga ketertiban, melindungi nama baik,, serta mencegah provokasi SARA.
Sementara itu, demi melindungi hak warga negara, aparat penegak hukum
harus membedakan secara tegas antara kritik yang membangun dengan
penghinaan atau ujaran kebencian. Pada dasarnya, UU ITE telah sesuai dengan
Siyasah Dusturiyah selama mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum,
dan ultimum remedium (pidana sebagai upaya terakhir) yang mengutamakan
keadilan restoratif (restoratif justice). Sebaliknya, jika pasal yang multitafsir
diterapkan secara berlebihan dan digunakan untuk membungkam kritik
publik, maka penerapan tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar Siyasah

Dusturiyah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran

sebagai berikut.

1.

Melihat dinamika perkembangan sosial dan hukum saat ini, penyempurnaan
sekaligus peyelarasan norma di dalam UU ITE telah menjadi suatu keharusan.
Langkah ini penting agar batas antara kritik, pendapat, penilaian, tuduhan
yang terbukti, penghinaan, maupun ujaran kebencian dapat dirumuskan
secara lebih jelas, tegas, dan tidak lagi menimbulkan multitafsir di tengah
masyarakat. Oleh karena itu, setiap aturan pembatasan kebebasan
berpendapat juga harus jelas, adil, tidak berlebihan dan senantiasa melindungi

ruang aspirasi yang tujuannya demi kepentingan publik.
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Penanganan laporan terkait unggahan digital harus mengutamakan
perlindungan kebebasan berpendapat dengan memastikan konteks, tujuan,
isi, sasaran, dan akibat dari unggahan tersebut. Selain itu, kritik yang ditujukan
kepada kebijakan, institusi, atau pejabat publik tidak boleh dikriminalisasi
atau diperlakukan sama dengan serangan personal atau hasutan untuk
melakukan kekerasan.

Perlunya meningkatkan literasi digital dan literasi hukum masyarakat agar
warga mampu menyampaikan kritik secara berbasis data, santun, dan
bertanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa
kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menjelekkan orang lain,
menyebar fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, maupun ajakan melakukan
kekerasan.

Penyelenggara negara perlu membangun sistem pengaduan publik yang
mudah diakses, transparan, dan cepat ditanggapi. Agar masyarakat tidak
menjadikan media sosial sebagai satu-satunya saluran masyarakat dalam
menyampaikan kritik. Pemerintah seharusnya memandang kritik sebagai
sarana introspeksi diri dan sebagai masukan untuk membenahi kualitas
pelayanan serta kebijakan publik secara berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan
empiris, misalnya melalui wawancara dengan penyidik, jaksa, maupun korban
kriminalisasi dalam menyampaikan pendapat, guna menguji sejauh mana
kerangka lima tahap yang diusulkan dalam penelitian ini dapat diterapkan
secara konsisten dalam praktik penegakan hukum di berbagai daerah. Selain
itu, kajian lanjutan juga dapat menggunakan perspektif maqashid al-syari’ah,
hak asasi manusia, dan hukum perbandingan untuk menilai seberapa efektif

perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.
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